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Dalam hal ini bertindak selaky dan atas nama Permerintal Provinst Jawa
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d. Nams : Dre. H. AHMAD ISKANDAR, M. S,
Jahatan s Wakil Ketue DPRED Provinai Jawsa Timugr
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Sebagai Pimpinan DPRED bertindak selakou dan atas nama Dewan Perwalkilan
Rakyvat Daerah Provins Jawa Timur.

Selanjutnys discbut PIHARK EEDUA.

Dengan mu menyvatakan babwa dalam rangka penvusunan Anggaran
Pendapatan dan Pelanja Daerah diperlekan Kebijakan Umum  Anggaran
Fendapatan dan Bclanja Daemmh vang disepakati bersasne antara DPRD
Frovingi Jawa Timur dengan Pemerntah Provinsl Jawa Toour  ootok
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Flafon Angparan
Jementara Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024,

Berdaaarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat dan menyeljui
lerhadap substansi Hebijakan Umum Anggaran Pendapatan den Belanja
Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar delam penyusunan Rancangan
Anggaran Pemdapatan dan Belanje Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebmokan
Pendepatan, Belanja dan Pemhigyaan Daerab, vang menjadi dasar dalam
penyusunan  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan  Angparsn
Hendspatan den Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang meliputi rencana
pendapatan dan penerimasn pembiayaan dasrah Tahun Angearsn 20234,
Privritaz belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk
belanja pegawal sesual amanst peoraturan perundang-undangsn antsra lain
Gafi dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimoinan dan
anggoia DPRD serta ASN, Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Pesunjang
Uperasional KDH,/WKDH, dan operasional Pimpinan dan anggota DPRD, Plafn
Anggaran Bementars berdasarkan Trusan Pemerintahan dan
Program /Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembinyvesn deerah Tahun
Anggaran 2024,

Secara lengkap Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Delanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampitan vang menjadi satu
kesatuan yang tidak torpisahkan dengan Nota Kesepalatan ini.

Jiks dalam .,
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Jika dalam penyusunan  KRancangan Peramiran  Taerah  tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Joawa Toowr Tehuon
Anggaran 2024 terdapat antara lain:

g penvesusian  Klasifikesi, HKodefikest dan Nomenkdatur  Perencanaan

Pembangunan dan Keouangan Daerah sehagaimana amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klamifikasi, Kodefikasi dan Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan
Eeuangan Dasrah; dan

. kebijakan Pemerintah dan/Satau Pemerinah Proviosi yang mengalobathkan
perubahan asumsl pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pombdavaan
maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perubdongan-undargsn
vang berlaku.

. helanja yang bersifat wajib merupakan belanje untul  tegjeaminnyve
kelangaungan pemenuhan pendsnasn pelayanan dasar masvarakat antara
lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan Yewajlban keponda pihak hetiga,
kewngiban pembayaran pokol pinjaman. bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan  kewajiban  lainnya eesuai  dengan  kerentuan  peraturan
perundang-undanga.

. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhlean sscara
terus menerus dan hamus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengen
jumlah vang cukup untuk keperlusn setuap bulan dalam tahun anggaran
yang berkensan, seperti belanja pogawsi, belanja harang dan jasa. Belanja
pegawai antara lain berupa gaji/uang representesi dan  tunjangan,
tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnva pimpinan
dan anggota DFRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dasmah, insentif
pemungutan pajek daersh dan refribusi daerah/jasa layanan lninnya vang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani
antaya PTHAE PERTAMA denpan FIHAK KEDUA tenteng Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belenjae Daerah Provinsl Jawas Timur Tahun
Anggaran 2024,

Demildaniah Mota .,



Demikianlah Nota Kesepakatan ind dibuset untuk dijadikan dasar dalam
PV LISUTIET Pronitas  dan Flafon Anggaran Scmentara Tahun

Anggaran 2024,

Surabava, F:l Agustus 2023
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Dr. H. ANWAR 3ADAD, M. Az
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai
dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
APBD disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024
disusun dengan memedomani Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut ketentuan pada
Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Bab III Huruf
A Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pedoman

penyusunan APBD memuat antara lain:
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BAEB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijjakan Umum APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk
menjadi pedoman dalam  penyusunan  Prioritas dan Plafon  Anggaran
Sementara (PPAS) dan Rencangan APBD Tahun Anggaran 2024,

Surabaya, 14 Agustus 2023
FIT'-'TP'I“L"'IL]"-] DEWAN PERWAKILAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 |



